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Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
JI. Raya Gantung Dusun Manggarawan Manggar Belitung Timur 33472
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Nomor
Sifat
lamp
Perihal

Tembusan :

Manggar, 2 November 2021

188.45/1310/DINDIK/111/2021 Kepada :
Biasa Yth. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta
1 rangkap se-Kabupaten Belitung Timur
Pemberitahuan di_

Tempat

Dalam rangka menanamkan pengetahuan, karakter dan moral anti
korupsi melalui implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di satuan
pendidikan usia dini dan dasar, maka dengan ini disampaikan Peraturan Bupati
Belitung Timur Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut,
diberitahukan kepada saudara untuk segera menindaklanjuti dan
mengimplementasikannya di satuan pendidikan masing - masing.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

NIP. 19670706 199703 1 001

1. Pengawas SD Kab. Belitung Timur

2. Arsip



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka menanamkan pengetahuan, karakter dan
moral anti korupsi melalui implementasi pendidikan anti korupsi
di satuan pendidikan usia dini dan dasar, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti
korupsi pada Satuan Pendidikan;

: 1. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);



10.

1%.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan
Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 198);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018
tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan
Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 782);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun
2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

i
2.

3.

10.

1L,

12,

13.

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan.

Kepala Dinas adalah Kepala PD yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa,
dan negara.

Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada
satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses
pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan
non formal yang meliputi PAUD, Dikdas dan PKBM.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Satuan
Pendidikan.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu.

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD
adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar
yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan
bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Dikdas
adalahjenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun
pertama masa seckolah anak-anak yang terdiri dari SD/MI
sederajat dan SMP/MTs sederajat.



14.

15.

16.

17,

(1)

(2)

(3)

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan dasar.

Madrasah Ibtida’iyah yang selanjutnya disebut MI adalah
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada
jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP
adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai
lanjutan dari SD/MI sederajat.

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada
jenjang pendidikan dasar scbagai lanjutan dari SD/MI
sederajat.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi diintegrasikan pada
semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan
untuk menegaskan penanaman nilai dan perilaku anti
korupsi.

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
kelompok kerja Guru, musyawarah Guru mata pelajaran dan
kelompok kerja kepala sekolah.

Nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penerapan Pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh:
a. Satuan Pendidikan;

b. Guru; dan

c. Peserta Didik.

(1)

Pasal 4

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. melaksanakan pembacaan naskah komitmen anti korupsi;

b. mengadakan kas sosial kelas;

c. membuat pos kehilangan dan benda tak bertuan;

d. melakukan kerja sama dengan pihak Kketiga dalam
pelaksanaan Pendidikan anti korupsi; dan



(2)

(3)

(4)

e. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung Pendidikan
anti korupsi.

Pembacaan naskah komitmen anti korupsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. dibacakan setiap upacara bendera; dan

b. dibacakan oleh perwakilan peserta didik dan diikuti oleh
seluruh peserta upacara.

Pengadaan kas sosial kelas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilaksanakan melalui pengumpulan dana secara
sukarela untuk melatih kemampuan Peserta Didik dalam
mengelola keuangan secara jujur, transparan dan tanggung
jawab.

Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan
dengan cara:

a. setiap orang pada Satuan Pendidikan yang menemukan
barang yang bukan miliknya wajib menyerahkan barang
temuan tersebut ke pos kehilangan dan benda tak
bertuan;

b. setiap orang pada Satuan Pendidikan yang merasa
kehilangan barang dapat melapor ke pos kehilangan dan
benda tak bertuan untuk mencari barang yang hilang;

c. setiap orang pada Satuan Pendidikan yang melaporkan
kehilangan barang wajib menyebutkan identitas diri dan
spesifikasi dan ciri khusus barang yang hilang; dan

d. barang temuan yang sesuai dengan spesifikasi yang
disebutkan akan dikembalikan kepada  yang
bersangkutan.

Pasal 5

Penerapan Pendidikan anti korupsi oleh Guru dilaksanakan
dengan cara:

a.

menyusun modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai
bahan ajar dan/atau pelengkap rencana pelaksanaan
pembelajaran;

menanamkan nilai dan perilaku anti korupsi kepada Peserta
Didik pada saat kegiatan belajar mengajar;

memfasilitasi dan memotivasi Peserta Didik untuk bertindak
sesuai dengan nilai dan perilaku anti korupsi

merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan
belajar mengajar berlangsung; dan

menyimpulkan dan menjelaskan nilai dan perilaku anti
korupsi diakhir kegiatan belajar mengajar.



BAB III
PENGHARGAAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagai
upaya meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan
Pendidikan anti korupsi di Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi
dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan anti korupsi; dan
b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan anti korupsi
dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui komite
sekolah dan dewan pendidikan.

(3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi
dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pengawas Satuan
Pendidikan.

(4) Kepala Dinas melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada
Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi dibiayai oleh:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

b. hibah; dan/atau

c. bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
SANKSI
Pasal 9
Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan

yang ada dalam Peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Oktober 2021

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 okwbe 2021
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